
 

 

 

 

BUPATI GARUT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 160 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA  

DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tertib 
administrasi pengelolaan keuangan agar pelaksanaannya berjalan 

efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman 
umum bagi pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 
(TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan 
Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten 

Garut Tahun Anggaran 2014. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005                
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005          
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut               
Tahun 2012 Nomor 8); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut                

Tahun 2013 Nomor 18); 

17. Peraturan Bupati Garut Nomor 871 Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 
Nomor 26). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM 
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN 

TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal 1 

Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Tunjangan 
Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar Alokasi Dana Desa 
dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Garut Tahun 
Anggaran 2014. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

         Ditetapkan di Garut 

         pada tanggal 3 - 3 - 2014  

         B U P A T I  G A R U T, 

             t t d 

    RUDY GUNAWAN  

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 3 - 3 - 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

             t t d 

 H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi 

 PEMBINA UTAMA MADYA 
 NIP. 19590613 198503 1 008 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2014 NOMOR 8   
 



  
 


